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ABSTRAK : a. 1. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak 

perekonomian, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan 

kerja, sehingga perlu mengatur pelayanan penananam modal untuk 

menjadikan  Kabupaten Batang sebagai daerah yang menarik bagi 

penanam modal; 

2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah 

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota, dan untuk memberikan kepastian hukum, 

maka perlu mengatur penanaman modal di Kabupaten Batang; 

b. Dasar hukum Perda ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang; Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang–Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang–

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang–

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka 

waktu Ijin Penanaman Modal Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 



Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang; Peraturan Pemerintah Nomor 38 

tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah; Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Kawasan Industri; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 

tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrastruktur; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundangundangan; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 

tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang 

Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang 

Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 

Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 

27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 

Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal; Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 

Di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa 

Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Batang; Peraturan Daerah Kabupaten Batang 

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang 

Tahun 2011 – 2031 

c. Perda ini mengatur tentang pengelolaan TPI, Penyelenggaraan 

Pelelangan Ikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. 

 

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2013 



 

 

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2013 

 

ABSTRAK : a. 1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan 

pelelangan ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

taraf hidup nelayan serta meningkatkan pendapatan daerah, maka 

perlu mengatur Tempat Pelelangan Ikan; 

2. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, pengelolaan 

dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 

b. Dasar hukum Perda ini adalahUndang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentangPerubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang; 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan 

Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; Peraturan Daerah 

Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Batang. 



c. Perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, 

Kebijakan Penanaman Modal, Bidang Usaha, Bentuk Badan Usaha dan 

Kedudukan Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Promosi 

Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal, Penyebarluasan, Pendidikan dan 

Pelatihan Penanaman Modal, Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, 

Pengembangan UMKM dan Koperasi, Perizinan, Jangka Waktu 

Penanaman Modal, Hak, kewajiban dan Tanggungjawab Penanaman 

Modal, Lokasi Penanaman Modal, Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal, dll serta Ketentuan Penutup. 

 

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013 

 


